BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 7/ #> TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN INSPEKTORAT KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dan untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 04
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Maluku Tengah, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Maluku Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Inspektorat;

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku
Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat perlu
disempurnakan untuk memperkuat kedudukan dan fungsi
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tengah
Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 661, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494); -

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); ’

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4095);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4194);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4278);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang .
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT KABUPATEN MALUKU
TENGAH. ‘

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 42 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Maluku
Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 264) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah;



@
(3

(4)

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri d ari:
1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi :

a. Sub Bagian Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan

b. Sub Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah

c. Sub Bagian Pemerintahan Negeri
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawabhi:

a. Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama
b. Sub Bagian Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia
c. Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan
3. Bagian Hukum, membawabhi :
a. Sub Bagian Perundang-undangan
b. Sub Bagian Bantuan Hukum
c. Sub Bagian Dokumentasi, Kearsipan dan Penyuluhan Hukum
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi
Pembangunan, membawahi :
a. Sub Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
b. Sub Bagian Bina Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
¢. Sub Bagian Infrastruktur '
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawabhi:
a. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
b. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
c. Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa
d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
1. Bagian Umum, membawahi :
a. Sub Bagian Rumah Tangga -
b. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan
c. Sub Bagian Kepegawaian
2. Bagian Organisasi, membawahi :
a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa J abatan
b. Sub Bagian Pengembangan Kinerja
c. Sub Bagian Ketatalaksanaan ‘
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi :
a. Sub Bagian Hubungan Masyarakat
b Sub Bagian Protokol
c. Sub Bagian Acara dan Tamu
e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

Staf Ahli Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum;

b. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan; dan
c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Bagan struktur Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada fanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
Ditetapkan di Masohi
pada tanggal = April 2018
/BUPATI MALUKU TENGAH, [

Diundarigkan di Masohi
pada tdnggal - April 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERA}
MALUKU TENGAH,

s

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR % .7
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